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ABSTRACT 

In this thesis, Legal Protection for Consumers Against Expenditure Fault When Sending Packages According to 

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The background is that online transactions require a 

third party, namely the forwarder, to act as a distributor in online buying and selling, who is fully responsible for 

covering damage or loss of shipping goods caused by error or negligence. If an mistake occurs when sending a 

package, the consumer must include evidence, but if this step is unsuccessful, the next step is to provide a written 

summons to the forwarder responsible for the mistake. Based on the context, this research formulates the following 

issues: What is the role of the expediter in transactions on e-commerce platforms, and How does the law come 

into play when there is an error committed by the expediter during package delivery? The research methodology 

employed is juridical-normative and utilizes the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. 

The objective of the research is to understand the role of the expediter in transactions on e-commerce platforms 

and to comprehend the legal role in consumer protection against expediter errors during package delivery. Legal 

materials are gathered through literature study and analyzed by collecting and categorizing them, then examined 

using conceptual and statutory approaches regarding the focus cases under scrutiny The results of this research 

show that the role of the expeditor has the obligation to send goods from the sender and hand them over to the 

recipient of the goods at the correct time and in good condition, checking the type of goods, the weight of the 

goods, the size of the goods and the addresses of the sender and recipient. Furthermore, the Expedition is 

responsible for any losses that arise, which can be resolved in 2 ways, through dispute resolution and non-dispute 

resolution. 
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ABSTRAK 
Pada skripsi ini, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Ekspenditur Saat Kirim Paket 

Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dilatar belakangi oleh 

transaksi online yang dimana membutuhkan pihak ketiga yaitu ekspeditur berperan sebagai distributor dalam jual 

beli online, bertanggung jawab penuh harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang pengiriman 

yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Apabila terjadi kesalahan saat mengirim paket pihak 

konsumen wajib menyertakan barang bukti namun apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka langkah 

selanjutnya yaitu memberikan somasi tertulis kepada pihak ekspeditur yang bertanggung jawab atas kesalahan 

tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, Bagaimana peran 

ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce dan bagaimana peran hukum apabila terjadi kesalahan yang 

dilakukan oleh ekspeditur pada saat kirim paket. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif serta 

menggunakan jenis pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach dan Case Approach. Tujuan penelitian 

yakni mengetahui peran ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce dan mengetahui peran hukum dalam 

perlindungan konsumen terhadap kesalahan ekspeditur ketika pengiriman paket. Pengumpulan bahan hukum 

dalam penelitian ini studi kepustakaan serta analisa bahan hukum dengan dikumpulkan dan dikelompokkan 

kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan terhadap kasus yang 

menjadi fokus kajian. Hasil penelitian ini, peran ekspeditur memiliki kewajiban untuk mengirim barang dari 

pengirim dan diserahkan ke penerima barang dengan tepat waktu dalam kondisi baik pengecekan jenis barang, 

berat barang, ukuran barang serta alamat pengirim dan penerima. Selanjutnya, Ekspedisi bertanggung jawab setiap 

kerugian yang timbul, dapat diselesaikan dengan 2 hal penyelesaian melalui sengketa dan peyelesaian diluar 

sengketa. 

Keywords: Perlindungan Konsumen, Ekspeditur, Transaksi online 
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PENDAHULUAN  

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan ekspeditur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencerminkan nilai-nilai dari 

Pancasila, terutama Sila ke-2 yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam 

konteks ini, Undang-Undang tersebut menjadi pelindung bagi konsumen untuk memastikan 

bahwa barang yang mereka beli, termasuk dalam pengiriman paket, sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam transaksi 

jual-beli barang dan jasa, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam 

interaksi ekonomi masyarakat tetap terjaga. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum. 

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan ekspeditur dalam pengiriman 

paket juga merupakan implementasi dari bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

yaitu : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam 

pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun 

sistem ekonomi yang adil dan beradab.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelma 

menjadi pilar utama dalam upaya melindungi konsumen dari kerugian akibat kelalaian atau 

kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengiriman paket. Perlindungan hukum ini 

mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap praktik penipuan atau 

penyalahgunaan, hingga penegakan hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas 

dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka beli. Dengan adanya perlindungan yang 

kuat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen merasa lebih aman dan percaya 

diri dalam bertransaksi, sementara pedagang juga didorong untuk lebih bertanggung jawab 

dalam menyediakan layanan yang berkualitas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ini semua 

berkontribusi dalam membangun iklim ekonomi yang sehat dan adil di tengah masyarakat. 

Lebih dari sekadar menjaga keadilan individual, perlindungan hukum ini memiliki 

dampak yang lebih luas dalam membangun semangat kebersamaan dalam beraktivitas 

ekonomi. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan mematuhi aturan yang 

adil dan transparan, sistem ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini sejalan dengan prinsip negara 

hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua 

pihak dapat berpartisipasi dalam perekonomian nasional dengan tanpa diskriminasi dan dengan 

jaminan perlindungan yang setara sehingga semakin kompleks dan dinamis. 

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (yang 

selanjutnya di sebut BPKN). Pembentukan BPKN beranggotakan BPKN Periode I masa 

jabatan 2004 - 2007 berjumlah 17 orang, yang terbentuk berdasarkan Keppres RI No. 150/M 

tahun 2004 tentang Pengangkatan Anggota BPKN. Lalu, terbentuk 20 Anggota BPKN Periode 

II masa jabatan 2009-2012 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2009 

tanggal 11 Oktober 2009, Periode III masa jabatan 2013 – 2016 dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2013 terbentuk 23 Orang Anggota BPKN yang 

mewakili pemerintah, akademisi, tenaga ahli dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (yang selanjynya disebut LPKSM). Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam 

Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, sebagai berikut: 
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1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan 

kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 

2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang perlindungan konsumen. 

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan 

konsumen. 

4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 

6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan 

survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

Tujuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya 

merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di 

masyarakat. 

Disisi lain, Mendapatkan apa yang anda butuhkan dan inginkan menjadi lebih mudah 

seiring berjalannya waktu karena berbagai alasan. Istilah "internet" adalah singkatan dari 

"jaringan yang saling terhubung", karena tujuan utamanya adalah menghubungkan jaringan 

komputer di seluruh dunia (Gani, 2014). Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu lagi 

mengunjungi toko untuk membeli dan menjual barang; ini dapat menghemat energi. Kami 

sekarang bisa mendapatkan komoditas yang kami butuhkan secara online. Ada kelemahan dari 

kenyamanan pembelian internet selain kelebihannya. Karena tidak ada yang sempurna dalam 

situasi ini, setiap keuntungan pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Setiap pertukaran 

nilai termasuk transfer data, barang, jasa, atau uang melalui jaringan elektronik disebut sebagai 

e-commerce. Barang dan jasa yang bernilai ekonomi diciptakan, diproduksi, dipasarkan, 

didokumentasikan, diinventarisasi, dibeli, atau dipasok melalui berbagai saluran (Afrineldi, 

2021). 

Melakukan transaksi online tentu saja membutuhkan pihak yang disebut ekspeditur 

yang berperan sebagai distributor dalam kegiatan jual beli online di era globalisasi saat ini. 

Dalam perspektif hukum, ketika pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi 

yang kemudian disebut sebagai ekspeditur, dimana pengiriman ini terjadi karena adanya 

permintaan dari penerima barang tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian 

pengangkutan. Pengangkutan komoditas dan barang lainnya melalui darat atau laut menjadi 

tanggung jawab ekspeditor. Ia harus secara berurutan mencatat dalam daftar harian jenis dan 

jumlah muatan yang harus diangkut, serta, jika diminta.Telah disampaikan juga dalam Pasal 

87 KUHD, bahwa ekspeditur harus memastikan pengiriman barang dilakukan secara rapi dan 

secepatnya dengan menyempurnakan fasilitas yang tersedia untuk melakukan itu supaya 

pengiriman dilakukan secara baik dan benar.  

 Ekspeditur sebagai pihak perantara, maka harus memikul tanggung jawab penuh atas barang 

pengiriman yang sedang ditangani. Selain itu, ia bertanggung jawab atas segala kehilangan atau 

kerusakan produk yang diakibatkan oleh kecerobohan atau kelalaiannya setelah pengiriman. 

(Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam hal ini, banyaknya masyarakat yang 

kurang sadar akan hukum, yang dimana tidak taunya prosedur yang harus dilakukan bilamana 

mengalami kesalahan dalam pengiriman paket, sehingga masyarakat atau bisa disebutkan 

konsumen mengalami kerugian karena kelalaian yang dilakukan oleh ekspeditur, hal ini 

dibuktikan dengan maraknya kasus yang sedang viral di media sosial seperti mencaci maki 

kurir sebagai pihak ekspeditor yang mengirimkan paket tidak sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan, sehingga mereka merasa dirugikan.  
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Dalam kasus ini, apabila terjadi kesalahan saat kirim paket. Maka langkah awal yang 

harus dilakukan oleh konsumen adalah menanyakan terlebih dahulu kepada kurir selaku pihak 

ekspeditur mengenai kesalahan yang terjadi. Korban dengan ini wajib menyertakan barang 

bukti terhadap kelalaian kurir sebagai ekspeditur.  

Apabila langkah tersebut tidak menemukan titik temu atau solusi, maka konsumen 

selaku korban dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu memberikan somasi tertulis kepada 

pihak ekspeditur yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Somasi adalah teguran 

terhadap pihak calon tergugat. Jika diperjelas, somasi merupakan suatu teguran yang dilakukan 

oleh korban selaku penggugat kepada pihak ekspeditur selaku tergugat, hal ini dilakukan untuk 

memberikan kesempatan kepada pihak yang melakukan kesalahan untuk berbuat sesuatu yang 

dapat menghentikan suatu kasus dinaikkan ke pengadilan.  

Apabila upaya yang dilakukan ini tidak dihiraukan oleh pihak ekspeditur, maka 

konsumen selaku korban dapat mengajukan ganti rugi melalui gugatan ke pengadilan, adapun 

kewajiban ganti rugi telah disebutkan dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

yang berbunyi :“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan 

barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut 

harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau 

karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu 

seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya 

tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya 

sendiri atau akibat kesalahan pengirim.”  

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku 

usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan hak atau informasi yang jelas, benar, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. pelaku usaha juga harus mendengarkan jika 

sewaktu-waktu konsumen memberikan pendapat atau keluhan. Namun pada saat terjadi 

bencana yang tak terduga seperti halnya terjadinya kebakaran, banjir dan lainnya yang 

mengakibatkan terlambat atau hilangnya paket maka siapa yang harus disalahkan, dengan 

demikian Undang-Undang ini terdapat kelemahan hukum, sehingga diperlukan adanya revisi 

dan perubahan dengan pembahasan bersama. Harapannya rancangan undang-undang 

Perlindungan Konsumen semakin diperbaiki dan masyarakat pun memahami hak dan 

kewajiban mereka dalam undang-undang perlindungan konsumen. 

  

METODE 

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum 

normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis 

data sekunder atau bahan pustaka. Agar pembaca dapat memahami dan memahami isi suatu 

karya tulis atau tesis, penting untuk menggunakan metode penelitian yang tepat dan 

berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, metodologi penelitian yang diterapkan dalam tesis ini 

adalah sebagai berikut sehubungan dengan tesis yang telah penulis sampaikan dalam proposal 

ini. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) 

Pendekatan perundang-undangan yang sering disebut dengan pendekatan patung 

(statutory) adalah teknik pendekatan pengarang. Untuk menerapkan metode pendekatan 

ini, pertama-tama kita harus memahami dan mencari semua undang-undang yang relevan 

dengan undang-undang perlindungan konsumen yang saat ini berlaku dan sedang 

diselidiki. Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap kesalahan pengirim paket berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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b. Pendekatan zKonseptual z(conceptual zapproach) 

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, Amiruddin dan Zainal Asikin 

menyatakan bahwa hukum ditata sebagaimana dengan apa yang telah tertulis dalam suatu 

aturan perundang-undangan ataupun hukum dinilai sebagai suatu kaidah ataupun norma-

norma yang dianggap telah sesuai sebagaimana apa yang dianggap baik dan benar dalam 

pandangan hukum (Purwosutjipto, 1999). Untuk selanjutnya mengidentifikasi mengenai 

rujukan yang berkaitan dengan norma hukum yang memiliki kaitannya dengan perundang-

undangan, asas-asas hukum, dan juga doktrin (pendapat ahli) yang memiliki tujuan guna 

mencari letak hukum dan juga hubungannya dengan penelitian yang sedang penulis teliti 

(Muhaimin, 2020). Objek kajian yang peneliti teliti memfokuskan pada bagaimana sistem 

norma hukum yang berkaitan dengan kaidah ataupun aturan hukum. Hal ini ditujukan 

untuk memberi pandangan hukum yang menjadi dasar, apakah hal tersebut dianggap benar 

ataupun salah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan konseptual 

yang memiliki sumber dari pendapat-pendapat ataupun doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum yang memiliki kaitannya dengan peran hukum saat terjadi kesalahan kurir 

pada saat kirim paket.Pendekatan zKasus z(case zapproach) 

Dalam zpenelitian zhukum zyang zbersifat znormatif, ztentunya zterdapat zsalah 

zsatunya zadalah zpendekatan zkasus, zdimana zdalam zhal zini zpenulis zmenggunakan 

zpendekatan zkasus zkarena zadanya zsuatu zfenomena zyang zterjadi zdi zmasyarakat 

zyang zmemiliki zkaitannya zdengan zapa zyang zsedang zditeliti zyaitu zberkaitan zdengan 

zkesalahan zkurir zpada zsaat zkirim zpaket. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna akhir atau pengguna suatu 

produk, yang dapat diperoleh melalui pembelian atau saluran lain seperti pemberian, hadiah, 

dan undangan. Mariam Darus Badul Zaman, sebaliknya, berpendapat bahwa setiap orang yang 

menggunakan produk dan layanan secara nyata dan otentik memenuhi syarat sebagai 

konsumen. Para ahli hukum sepakat bahwa konsumen diartikan sebagai pengguna akhir suatu 

produk dan/atau jasa (uiteindelijke gebruiker ven geode ren en diensten) yang diberikan oleh 

pelaku usaha (ondernemer). 

Dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pada pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.Adapun penjelasan zdari zpasal z1 zayat z2 ztentang zpengertian konsumen 

berdasarkan zunsur-unsurnya zadalah:  

1. Setiap orang; subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus 

sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" di sini tidak dibedakan apakah 

orang individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga badan 

hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi 

pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus 

mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 

2. Pemakai; berdasarkan konsep dari pasal 1 ayat 2 UUPK, kata pemakai menekankan 

pada konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah pemakai dalam hal ini dapat 

digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa 

barang/jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Jadi, sebagai 

konsumen, tidak selalu harus terjalin kontraktual jual beli antara konsumen dengan 

pelaku usaha, seperti seseorang yang menerima paket kiriman hadiah berupa makanan 



 

  

 
 

254 http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2024), 2 (11): 249-271 

dan minuman kaleng yang dibeli oleh si pengirim tersebut. Jika ternyata penerima 

hadiah ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh makanan dan minuman yang 

sudah rusak, penerima hadiah ini dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. 

Jadi, yang dimaksud dengan pemakai pada UUPK ini adalah pihak yang mengonsumsi 

langsung barang/jasa, baik itu orang maupun badan hukum. Pemakai ini juga berkaitan 

dengan konsep bahwa suatu produk dapat dipakai oleh diri sendiri, keluarga, orang lain, 

dan makhluk hidup yang lain. Sebagai contoh, ada seorang bapak yang membeli 

makanan untuk seluruh anggota keluarganya dan binatang peliharaannya, jadi yang 

dimaksud dengan pemakai di sini adalah anggota keluarga yang mengonsumsi makanan 

tersebut dan binatang peliharaannya. 

3. Barang dan/atau Jasa; Mengenai istilah ini, dapat digunakan dengan sebutan produk, 

karena saat ini yang dimaksud dengan produk itu sendiri bermakna barang/jasa. Sebagai 

contoh, dalam perbankan, jasa yang biasa ditawarkan disebut dengan produk-produk 

perbankan. UUPK mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang 

tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

4. Tersedia dalam Masyarakat; Dalam perdagangan, saat ini syarat ini tidak mutlak lagi 

dituntut oleh konsumen, karena beberapa produk tidak dapat dihadirkan di tengah-

tengah konsumen pada saat transaksi berlangsung, seperti pada perusahaan 

pengembang (developer). Perusahaan ini sudah terbiasa mengadakan transaksi terlebih 

dahulu sebelum bangunan yang dipesan tersebut ada. Jadi, dalam transaksi 

perdagangan, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang 

diutamakan. 

5. Tidak untuk diperdagangkan; UUPK memberikan ketegasan bahwa yang dimaksud 

konsumen yang akan dilindungi adalah konsumen akhir, yaitu yang langsung 

mengonsumsi barang atau jasa. Hal ini bertujuan untuk mempersempit cakupan 

konsumen. Namun, hal ini dirasa tidak adil karena bisa saja produk tersebut merugikan 

beberapa pihak selain konsumen akhir. Dalam zpengertian zyang ztelah zdisebutkan, 

konsumen zadalah zorang zyang zmendapatkan zsuatu zproduk zberupa zbarang/jasa 

yang zdigunakan zuntuk ztujuan ztertentu zbagi zdirinya zsendiri zmaupun zorang lain. 

Pada zundang-undang zyang zsama ztelah zdisebutkan zbahwa zada z2 z(dua) zjenis 

istilah zkonsumen zdi zdalam zkepustakaan zekonomi zyaitu zsebagai zberikut zdi 

bawah zini. 

1. Konsumen zakhir zadalah zpengguna zatau zpemanfaat zakhir dari zsuatu produk; 

2. Konsumen zantara zadalah zkonsumen zyang zmenggunakan produk sebagai 

zbagian zdari proses produksi zsuatu zproduk lainnya. 

Konsumen akhir merupakan pengguna akhir dalam rangkaian distribusi barang maupun 

jasa, di mana barang atau jasa yang dibeli digunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak 

menghasilkan produk baru. Misalnya, kita merupakan pengguna akhir sebuah pakaian. 

Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang membeli sebuah produk untuk 

menghasilkan atau menciptakan produk lainnya. Misalnya, seorang pengusaha membeli 

kedelai yang nantinya akan diproduksi lagi menjadi produk baru yaitu tempe. 

Konsumen tidak hanya sekadar menjadi pembeli (buyer), tetapi mereka adalah seseorang 

(perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa dan/atau barang. Adapun dalam 

pengertian lainnya, konsumen dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:Konsumen zkomersial 

(comersial zconsumer), zadalah zsetiap orang yang mendapatkan zbarang dan/atau zjasa zyang 
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digunakan zuntuk memproduksi barang zdan/atau zjasa zlain dengan tujuan zmendapatkan 

keuntungan 

1. Konsumen zantara z(intermediate zconsumer), zadalah zsetiap orang zyang 

mendapatkan zbarang dan/atau zjasa zyang digunakan zuntuk diperdagangkan kembali 

juga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

2. Konsumen zakhir z(ultimate zconsumer), zadalah zorang zyang mendapatkan zdan 

menggunakan barang zdan/atau zjasa untuk ztujuan memenuhi zkebutuhan zkehidupan 

pribadi, zkeluarga, orang zlain, zdan makhluk zhidup zlainnya zdan ztidak zuntuk 

diperdagangkan zkembali dan/atau untuk zmencari zkeuntungan zkembali. 

  Selain zdari ztransaksi zkonsumen zberupa zperalihan zbarang zdan/atau zjasa 

ztermasuk zperalihan zkenikmatan zdalam zmenggunakannya, zdikenal zjuga ztransaksi 

zkomersial zyang zbiasanya zdilakukan zoleh zprodusen zsebagai zprinsipal zdengan zsi 

zpedagang zantara. Pihak zyang zdisebut zterakhir zinilah zyang zmenjembatani zantara 

zprodusen zdan zkonsumen zakhir z(ultimate zconsumer). Pihak zyang zmenjadi zperantara 

zdisebut zjuga zdengan zintermediate zconsumer. Konsumen zantara zdapat zberupa zagen 

zatau zberupa zdistributor. 

 

Data Penelitian  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah  

sebagai berikut. 

a. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : 

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” 

b. Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : 

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 

c. Pasal 27 yang berbunyi : 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 

d. Pasal 33 Undang-Undang yang berbunyi : 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara.  

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam 

melindungi konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki 

relevansi yang signifikan zdalam konteks perdagangan elektronik, termasuk zdalam regulasi 
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perlindungan konsumen untuk transaksi e-commerce. Berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan 

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan terhadap konsumen”. Artinya, Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada 

konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan 

zberarti zmengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia 

zperdagangan dan pemenuhan zakan kebutuhan masyarakat (Siadabalok, 2006). Menurut Pasal 3 

Undang-undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

diri;  

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses 

negatif pemakaian barang atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut 

hak-haknya sebagai konsumen;  

4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;  

5. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

diri;  

6. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses 

negatif pemakaian barang atau jasa; 

7. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut 

hak-haknya sebagai konsumen;  

8. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;  

9. Menumbuhkan keasadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.  

10. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi 

barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

(Miru, 2011). Peranannya sesuai zdengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia zdalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang 

Dalam zzpasal zz87 zzKUHD zz(Kitab zUndang-Undang zzHukum zDagang) z yang berbunyi 

zz“Ia zzharus zmenjamin zzpengiriman zbarang zzdengan zzrapi zzdan secepatnya zatas zzbarang-

barang zdagangan zzdan zbarang-barang zzyang zztelah diterimanya zzuntuk zitu, zzdengan 

zzmengindahkan zzsegala zzsarana zyang zzdapat diambilnya untuk zzmenjamin zzpengiriman 

zzyang zbaik. Pada zintinya, zztanggung jawab zzekspeditur zterhadap zbarang-barang zyang zztelah 

zzdiserahkan zzpengirim kepadanya zterdapat zzpada zPasal zz87 zzKUHD zyaitu zzuntuk z: 

a. Menyelenggarakan zzpengiriman zzsecepatnya zzdengan zzrapi zpada zzbarang yang zztelah 

zzditerimanya zzdari zzpengirim; 

b. Mengindahkan zzsegala zzupaya zzuntuk zzmenjamin zkeselamatan zzbarang-barang 

zztersebut; 

c. Pengambilan zzbarang-barang zzdari zzgudang zzpengirim; 

d. Melakukan zzpenyimpanan zzdi zzgudang zzmiliknya; 

e. Pengambilan zzbarang zzmuatan zzdari zzpelabuhan zztujuan zuntuk zzdiserahkan kepada 

zpenerima zzyang zzberhak zzatau zkepada zzpengangkut zzselanjutnya.  
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Pasal 88 KUHD berbunyi: “Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-

barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan 

atau keteledorannya.” Tanggung jawab ekspedisi merupakan bentuk tanggung jawab atas 

kesalahan, di mana jika terjadi kesalahan dalam pengiriman barang, ekspedisi harus membayar 

ganti rugi yang timbul akibat kesalahan tersebut. Ekspedisi memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Setiap kerugian yang timbul selama 

kegiatan pengangkutan menjadi tanggung jawab pengangkut, kecuali jika pengangkut dapat 

membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahannya. Dalam hal tersebut, 

pengangkut dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan Pasal 468 

ayat (2) dan Pasal 477 KUHD. 

Pasal 468 ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah 

menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai 

diterimanya dari pengirim sampai diserahkannya kepada penerima barang. 

Sedangkan, Pasal 477 KUHD menyebutkan: “Pengangkut bertanggung jawab untuk 

kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia 

membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak 

dapat dicegah atau dihindarinya.” 

Jika terjadi pelanggaran dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak 

ekspeditur, maka ekspedisi harus bertanggung jawab sepenuhnya. Berdasarkan Pasal 1366 

KUH Perdata, berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang 

disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk segala kerugian yang disebabkan akibat kesalahan 

atau kekurangan hati-hatian.” Ini berarti bahwa ekspedisi harus mengambil tanggung jawab 

atas segala kerugian seperti kehilangan atau pencurian barang, dan memberikan kompensasi 

kepada konsumen yang terkena dampak serta mengganti kerusakan yang disebabkan oleh 

keterlambatan atau kelalaian dari pihak ekspedisi. 

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam Pasal 188. 

“Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau 

pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Pasal tersebut 

menegaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang dialami oleh 

penumpang atau pengirim barang akibat kelalaian dalam memberikan layanan angkutan. Ini 

berarti bahwa perusahaan angkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul seperti 

kerusakan, kehilangan, atau kerugian lainnya yang disebabkan oleh penyelenggara angkutan, 

kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kejadian yang tak 

terhindarkan atau tak dapat diantisipasi.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Berdasarkan perjanjian antara penjual dengan perusahaan jasa pengiriman barang, maka 

perusahaan jasa pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang menerima kuasa dari 

penjual selaku pemberi kuasa dalam melakukan penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 

1792 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu 

persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang 

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 

Dalam hal ini, yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah penjual, dan yang bertindak 

sebagai penerima kuasa adalah perusahaan jasa pengiriman barang. Pasal zz1320 zzKitab 

zzUndang-Undang zzHukum zzPerdata menentukan zbahwa zperjanjian zzdianggap zsah zapabila 

zzmemenuhi zempat zsyarat, zzyaitu zz: 

1. Sepakat zzmereka zzmengikatkan zzdirinya; 

2. Kecakapan zzuntuk zzmembuat zzsuatu zzperjanjian; 

3. Suatu zzhal zztertentu; 

4. Suatu zzsebab zzyang zzhalal. 
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Berdasarkan perjanjian antara penjual dan perusahaan pengiriman barang yang 

bersangkutan, perusahaan jasa pengiriman dianggap sebagai suatu pihak yang kemudian 

menerima kuasa dari penjual, di mana dalam hal ini ia bertindak sebagai pemberi kuasa dalam 

melakukan penyerahan. Setelah itu, untuk menciptakan efektivitas, perusahaan jasa pengiriman 

mempekerjakan kurir yang berfungsi sebagai perantara dalam pengiriman barang dan 

berhadapan langsung dengan konsumen atau pembeli. 

 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah 

jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam 

melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian 

Sengketa 

Dalam Undang-undang ini dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subyek hukum, baik 

menurut hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan 

berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak 

sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak 

setelah timbul sengketa. 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Adanya peraturan yang mengatur berbagai aspek perdagangan elektronik membuat 

perdagangan elektronik di Indonesia lebih mudah berkembang. Terlebih dari beberapa aturan 

hukum positif yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang 

Perdagangan Elektronik (UU ITE) yang mengatur hak dan kewajiban penyedia jasa 

perdagangan elektronik, perlindungan konsumen online, dan penggunaan tanda tangan 

elektronik. Selain itu, undang-undang ini mengatur tindakan yang melanggar perdagangan 

elektronik, seperti penipuan online atau pencemaran nama baik melalui platform digital. 

Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum penting untuk mengatur perdagangan online di 

Indonesia. 

 

4.2.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Hal ini juga diatur dalam UU LLAJ Pasal 191 yang menyatakan, “Perusahaan Angkutan 

Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang 

dikenakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.” Ini menegaskan bahwa perusahaan 

angkutan umum harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang 

yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan, karena jasa pengiriman 

(ekspeditur) yang bermasalah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen.4.2.9  

 

Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Elektronik 

Apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PMSE) Pasal 27, “Pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi 

konsumen, hal itu mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan 

konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses 

layanan pengaduan dan jangka waktu pengaduan.” Pihak ekspedisi juga harus 

mempertanggungjawabkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh 
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karyawannya.4.2.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) yang ditindaklanjuti dengan PP No. 04 Tahun 

2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (yang selanjutnya di sebut BPKN. 

Fungsi dan tugas BPKN ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: 

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan 

kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 

2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang perlindungan konsumen 

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan 

konsumen 

4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen 

6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei 

yang menyangkut kebutuhan konsumen 

7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

Tujuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya merespon 

dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di 

masyarakat. 

 

Hasil Pembahasan  

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Ekspeditur Saat Kirim 

Paket Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Secara zumum, zperlindungan zberarti zmengayomi zsesuatu zdari zhal-hal zyang zberbahaya, 

zsesuatu zitu zbisa zsaja zberupa zkepentingan zmaupun zbenda zatau zbarang. Selain zitu zperlindungan 

zjuga zmengandung zmakna zpengayoman zyang zdiberikan zoleh zseseorang zterhadap zorang zyang 

zlebih zlemah. Dengan zdemikian, zperlindungan zhukum zdapat zdiartikan zdengan zsegala zupaya 

zpemerintah zuntuk zmenjamin zadanya zkepastian zhukum zuntuk zmemberi zperlindungan zkepada 

zwarga znegaranya zagar zhak-haknya zsebagai zseorang zwarganegara ztidak zdilanggar, zdan zbagi 

zyang zmelanggarnya zakan zdapat zdikenakan zsanksi zsesuai zperaturan zyang zberlaku z(Republika, 

z2004). Pengertian zperlindungan zhukum zadalah zsuatu zperlindungan zyang zdiberikan zterhadap 

zsubyek zhukun zdalam zbentuk zperangkat zhukum zbaik zyang zbersifat zpreventif zmaupun zyang 

zbersifat zrepresif, zbaik zyang ztertulis zmaupun ztidak ztertulis.Dengan zkata zlain zperlindungan 

zhukum zsebagai zsuatu zgambaran zdari zfungsi zhukum, zyaitu zkonsep zdimana zhukum zdapat 

zmemberikan zsuatu zkeadilan, zketertiban, zkepastian, zkemanfaatan zdan zkedamaian z(Rahayu, 

z2009).  

Sedangkan kepastian hukum sendiri menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu 

tujuan dari hukum itu sendiri, dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal 

mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah 

perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada 

kenyataan. 
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3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara 

yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau 

penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada 

pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. 

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari 

hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. 

A.Z. Nasution, S.H. memberikan batasan dari hukum perlindungan konsumen yaitu 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen 

dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen (Nasution, 

2006). Maka dari itu, Hukum Perlindungan Konsumen diaplikasikan ketika konsumen 

berhubungan dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi 

permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut.  

Janus Sidabalok mengartikan hukum perlindungan konsumen sebagai suatu peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak 

dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban 

tersebut (Siadabalok, 2006). 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan teori Satjipto 

Raharjo, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan seperti berikut. 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang 

dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek 

penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), 

disebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.” Artinya, Pemerintah 

memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan 

kepentingannya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk 

melindungi kepentingan konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha 

yang memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan 

masyarakat (Siadabalok, 2006).  

Menurut Pasal z3 zUndang-undang zPerlindungan zKonsumen, perlindungan konsumen 

zbertujuan: 

A. Meningkatkan zkesadaran, zkemampuan, zdan zkemandirian zkonsumen untuk 

zmelindungi zdiri; z 

B. Mengangkat zharkat zdan zmartabat zkonsumen zdengan cara menghindarkannya zdari 

zakses znegatif zpemakaian barang zatau zjasa; z 

C. Meningkatkan zpemberdayaan zkonsumen zdalam memilih, menentukan dan 

zmenuntut zhak-haknya zsebagai konsumen; z 

D. Menciptakan zperlindungan zkonsumen zyang mengandung unsur kepastian zhukum 

zdan zketerbukaan zinformasi serta zakses zuntuk mendapatkan zinformasi; z 

E. Menumbuhkan zkeasadaran zpelaku zusaha zmengenai pentingnya perlindungan 

zkonsumen zsehingga tumbuhzsikap zyang zjujur zdan bertanggung zjawab dalam 

zberusaha.  
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F. Meningkatkan zkualitas zbarang zdan zjasa zyang menjamin kelangsungan usaha 

zproduksi zbarang zdan/atau zjasa, kesehatan, zkenyamanan, keamanan, zdan 

zkeselamatan konsumen (Miru, 2011). 

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna akhir atau pengguna suatu produk, 

yang dapat diperoleh melalui pembelian atau saluran lain seperti pemberian, hadiah, dan 

undangan. Mariam Darus Badul Zaman, sebaliknya, berpendapat bahwa setiap orang yang 

menggunakan produk dan layanan secara nyata dan otentik memenuhi syarat sebagai 

konsumen. Para ahli hukum sepakat bahwa konsumen diartikan sebagai pengguna akhir suatu 

produk dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha (ondernemer). 

Dalam hukum positif di Indonesia, yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Adapun penjelasan zdari zpasal z1 zayat z2 ztentang zpengertian zkonsumen 

berdasarkan zunsur-unsurnya zadalah:  

1. Setiap orang; Subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus 

sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" di sini tidak dibedakan apakah 

orang individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk juga badan 

hukum rechtspersoon. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi 

pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus 

mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 

2. Pemakai; berdasarkan konsep dari Pasal 1 ayat 2 UUPK, kata pemakai menekankan 

pada konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah pemakai dalam hal ini dapat 

digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang/jasa yang 

dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, jadi sebagai konsumen tidak 

selalu harus terjalin kontraktual jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha, seperti 

seseorang mendapat paket kiriman hadiah berupa paket makan dan minuman kaleng 

yang dibeli oleh si pengirim tersebut. Jika ternyata penerima hadiah ini mengalami 

kerugian yang diakibatkan oleh makanan dan minuman yang sudah rusak, penerima 

hadiah ini dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Jadi yang dimaksud 

dengan pemakai pada UUPK ini adalah pihak yang mengonsumsi langsung barang/jasa, 

baik itu orang/badan hukum. Pemakai ini juga berkaitan dengan konsep suatu produk 

dapat dipakai oleh diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup yang lain. 

Seperti ada seorang bapak membeli makanan untuk seluruh anggota keluarganya dan 

binatang peliharaannya, jadi yang dimaksud dengan pemakai di sini adalah anggota 

keluarga yang mengonsumsi makanan tersebut dan binatang peliharaannya. 

3. Barang dan/atau Jasa; Mengenai istilah ini dapat digunakan dengan sebutan produk, 

karena saat ini yang dimaksud dengan produk itu sendiri bermakna barang/jasa, seperti 

pada perbankan, jasa yang biasa ditawarkan disebut dengan produk-produk perbankan. 

UUPK mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, 

bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak 

dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang 

berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

4. Tersedia dalam Masyarakat; Dalam perdagangan saat ini syarat ini tidak mutlak lagi 

dituntut oleh konsumen, karena beberapa produk yang tidak dapat dihadirkan di tengah-

tengah konsumen pada saat transaksi berlangsung, seperti pada perusahaan 

pengembang (developer). Perusahaan ini sudah terbiasa mengadakan transaksi terlebih 
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dahulu sebelum bangunan yang dipesan tadi. Jadi pada transaksi perdagangan saat 

keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan. 

5. Tidak untuk diperdagangkan; UUPK memberikan ketegasan yang dimaksud konsumen 

yang akan dilindungi adalah konsumen akhir yaitu yang langsung mengonsumsi barang 

atau jasa. Hal ini bertujuan untuk mempersempit cakupan konsumen, namun hal ini 

dirasa tidak adil karena bisa saja produk itu merugikan beberapa pihak selain konsumen 

akhir. zDalam zpengertian zyang ztelah zdisebutkan, zkonsumen zadalah zorang zyang 

mendapatkan zsuatu zproduk zberupa zbarang/jasa zyang zdigunakan zuntuk tujuan 

tertentu zbagi zdirinya zsendiri zmaupun zorang zlain. Pada zundang-undang zyang 

sama ztelah zdisebutkan zbahwa zada z2 z(dua) zjenis zistilah zkonsumen zdi dalam 

zkepustakaan zekonomi zyaitu zsebagai zberikut zdi zbawah zini. 

1. Konsumen zakhir zadalah zpengguna zatau zpemanfaat akhir zdari zsuatu 

produk; 

2. Konsumen zantara zadalah zkonsumen zyang menggunakan produk sebagai 

bagian zdari proses produksi zsuatu produk zlainnya. 

Konsumen zakhir zmerupakan zpengguna zakhir zdalam zrangkaian distribusi barang 

maupun jasa, zdimana zbarang zatau zjasa zyang zdibeli digunakan untuk kepentingannya 

sendiri zdan tidak zmenghasilkan zproduk baru. Misalnya, zkita merupakan zpengguna zakhir 

sebuah pakaian. Sedangkan konsumen zantara zadalah zkonsumen zyang zmembeli zsebuah 

produk untuk menghasilkan zatau zmenciptakan zproduk zlainnya.  

Konsumen ztidak zhanya zsekedar zmenjadi zpembeli (buyer), ztetapi mereka zadalah 

seseorang z(perorangan zatau zbadan zusaha) zyang mengonsumsi zjasa zdan/atau zbarang. 

Adapun zdalam zpengertian zlainnya, konsumen zdibedakan zmenjadi ztiga zmacam, zyaitu z: 

1. Konsumen zkomersial z(comersial zconsumer), zadalah setiap zorang yang 

mendapatkan zbarang dan/atau zjasa yang zdigunakan zuntuk memproduksi barang 

zdan/atau jasa zlain zdengan tujuan zmendapatkan zkeuntungan 

2. Konsumen zantara z(intermediate zconsumer), zadalah setiap zorang zyang 

mendapatkan zbarang dan/atau zjasa yang zdigunakan zuntuk diperdagangkan 

zkembali zjuga dengan ztujuan zuntuk mendapatkan keuntungan. 

3. Konsumen zakhir z(ultimate zconsumer), zadalah zorang yang mendapatkan zdan 

zmenggunakan barang zdan/atau jasa zuntuk ztujuan memenuhi zkebutuhan 

zkehidupan pribadi, zkeluarga, orang zlain, zdan makhluk zhidup lainnya zdan ztidak 

zuntuk zdiperdagangkan zkembali dan/atau untuk zmencari zkeuntungan zkembali. 

 Selain zdari ztransaksi zkonsumen zberupa zperalihan zbarang zdan/atau zjasa 

ztermasuk zperalihan zkenikmatan zdalam zmenggunakannya, zdikenal zjuga ztransaksi 

zkomersial zyang zbiasanya zdilakukan zoleh zprodusen zsebagai zprinsipal zdengan zsi 

zpedagang zantara. Pihak zyang zdisebut zterakhir zinilah zyang zmenjembatani zantara 

zprodusen zdan zkonsumen zakhir z(ultimate zconsumer). Pihak zyang zmenjadi zperantara 

zdisebut zjuga zdengan zintermediate zconsumer. Konsumen zantara zdapat zberupa zagen 

zatau zberupa zdistributor.  

Peran Hukum Terhadap Kesalahan yang dilakukan oleh Ekspeditur pada saat Kirim 

Paket 

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai 

sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan 

numerik dan kesamaan proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu: 

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus 

pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. 

2. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang 

salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman 

yang pantas bagi pelaku kejahatan. 



 

  

 
 

263 http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2024), 2 (11): 249-271 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan maka pihak yang dirugikan berhak mendapatkan 

upaya represif dari pemerintah dengan berpedoman pada hukum positif Indonesia mengenai 

kasus terkait. Pada hal ini ekspeditur diharuskan memenuhi hal-hal yan telah dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 

Hubungan zyang zterjadi zantara zPerusahaan zJasa Pengiriman Barang (Ekspeditur) zdan 

konsumen atau pengguna zjasa pengiriman zmerupakan hubungan zkontraktual zyang zlahir 

akibat perjanjian (kontrak) yang zmereka zbuat maka zadanya hubungan antara zkonsumen 

dan zPerusahaan zJasa zPengiriman Barang (Ekspeditur) zitu zdisebut zhubungan  

Kontraktual. Hubungan inilah zyang dapat zmenyebabkan konsumen sebagai pihak yang 

dirugikan zdapat zmengajukan gugatan zganti zrugi terhadap Perusahaan zJasa Pengiriman 

Barang z(Ekspeditur). Jika tidak ada hubungan zkontraktual ztersebut zmaka dengan zmudah 

pihak Perusahaan zJasa Pengiriman Barang (Ekspeditur) mengajukanzbantahan zbahwa pihak 

yang bertanggungjawab hanyalah zpihak zyang zterikat zdalam zsuatu perjanjian z(privity of 

contract).  

Tanggung zjawab zekspedisi zmerupakan zbentuk ztanggung zjawab zatas kesalahan, di zmana 

zjika zterjadi zkesalahan zdalam zpengiriman zbarang, zekspedisi zharus membayar zganti zrugi zyang 

ztimbul zakibat zkesalahan ztersebut. Ekspedisi zmemiliki kewajiban zuntuk zbertanggung zjawab 

zatas zkerugian zyang zdialami zkonsumen. Setiap kerugian zyang ztimbul zselama zkegiatan 

zpengangkutan zmenjadi ztanggung zjawab pengangkut, zkecuali zjika zpengangkut zdapat 

zmembuktikan zbahwa zkerugian ztersebut bukan zakibat zdari zkesalahannya. Dalam zhal ztersebut, 

zpengangkut zdapat zdibebaskan dari zkewajiban zmembayar zganti zrugi zsesuai zdengan zPasal z468 

zayat z(2) zdan zPasal 477 zKUHD. 

Pasal zz468 zzayat zz(2) zzmenyebutkan zz“Bahwa zzkewajiban zpengangkut zzyang zutama 

zialah zzmenyelenggarakan zpengangkutan zdan zzmenjaga zzkeselamatan zbarang zzyang zdiangkut 

zmulai zditerimanya zzdari zzpengirim zzsampai zdiserahkannya zkepada zpenerima zzbarang.” 

Sedangkan, zPasal z477 zmenyebutkan z“Pengangkut bertanggung zjawab untuk kerugian 

yang zdisebabkan zoleh penyerahan zbarang zyang zterlambat, kecuali zbila zia membuktikan, 

bahwa zketerlambatan zitu zadalah zakibat zsuatu kejadian zyang zselayaknya ztidak zdapat 

dicegah zatau dihindarinya.” 

Jika zzterjadi zzpelanggaran zzdalam zzproses zzpengiriman zbarang zyang zdilakukan zzoleh 

zpihak zzekspeditur, zzmaka zzekspedisi zharus zbertanggung zzjawab zsepenuhnya. Berdasarkan 

zPasal zz1366 zzKUH zPerdata zzberbunyi zz“Setiap zzorang zbertanggung zzjawab zztidak zsajazatas 

zkerugian zzyang zzdisebabkan zzperbuatannya ztetapi zjuga zuntuk zzsegala zzkerugian zzyang 

zdisebabkan zzakibat zzkesalahan zatau zkekurang zzhati-hatian. Ini zzberarti zzbahwa zzekspedisi 

zharus zmengambil ztanggung zzjawab zzatas zzsegala zzkerugian zzseperti zkehilangan zzatau 

zpencurian zbarang, zzdan zzmemberikan zkompensasi zzkepada zzkonsumen zzyang zzterkena 

zdampak zzserta zmengganti zzkerusakan zzyang zzdisebabkan zzoleh zzketerlambatan zatau 

zkelalaian zzdari zzpihak zzekspedisi. 

Selain zzitu, zzterdapat zzketentuan zzmengenai zzganti zzrugi zyang diatur zzdalam zUndang-

Undang zzNomor zz22 zzTahun zz2009 ztentang zLalu zzLintas zzdan zAngkutan zJalan, zzkhususnya 

dalam zzPasal z188. z”Perusahaan zzAngkutan zzUmum zzwajib zmengganti zzkerugian zyang 

diderita zzoleh zzPenumpang zzatau zzpengirim zzbarang zkarena zlalai zzdalam zzmelaksanakan 

pelayanan zzangkutan” zzPasal ztersebut zmenegaskan zzbahwa zzperusahaan zzangkutan zzumum 

wajib zmengganti zzkerugian zyang zzdialami zzoleh zzpenumpang zzatau zpengirim zzbarang zzakibat 

kelalaian zdalam zzmemberikan zlayanan zangkutan. Ini zzberarti zzbahwa zzperusahaan zangkutan 

harus zzbertanggung zzjawab zzatas zzkerugian zzyang zztimbul zzseperti zzkerusakan, zkehilangan, 

atau zzkerugian zzlainnya zzyang zzdisebabkan zzoleh zzpenyelenggara zangkutan, zzkecuali zzjika 

dapat zzdibuktikan zzbahwa zzkerugian zztersebut zdisebabkan zzoleh zzkejadian zzyang zztak 

terhindarkan zzatau zztak zzdapat zdiantisipasi. 
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Dalam zzproses zzpengiriman zzbarang, zzseringkali zzterjadi zzhambatan zzseperti zbencana 

alam zzatau zzkerusakan zzbarang zzdan zzketerlambatan zzpengiriman zyang zmenyebabkan 

kerugian zzbagi zzkonsumen. Masalah-masalah zzini zzdisebabkan zoleh zzberbagai zzfaktor zzbaik 

internal zzmaupun zzeksternal zzyang zzmemicu ztindakan zzwanprestasi zzdari zzpihak zzekspedisi. 

Oleh zzkarena zzitu, zzdiatur zdidalam zPasal zz19 zzayat zz(1) zzUUPK zzyang zzmenyatakan z“Pelaku 

usaha zzbertanggung zjawab zzmemberikan zzganti zzrugi zzatas zzkerusakan, zzpencemaran, zzdan 

atau zkerugian zzkonsumen zzakibat zzmengkonsumsi zzbarang zzdan zzatau zzjasa zzyang zdihasilkan 

atau zzdiperdagangkan.” zzjika zzterjadi zzkerusakan zzatau zzkejadian zyang zztidak zzdiinginkan 

selama zzproses zzpengiriman zzbarang, zztanggung zzjawab zuntuk zzmenangani zzhal zztersebut 

jatuh zzpada zzpihak zzekspedisi.  

Apabila zzditinjau zzdari zzPeraturan zzPemerintah zztentang zzPerdagangan zMelalui zzSistem 

Elektronik zz(PMSE) zzPasal zz27 zzbahwa zz“Pelaku zzusaha zwajib zmenyediakan zzlayanan 

pengaduan zzbagi zzkonsumen, zzhal zzitu zzmencakup zalamat zzdan zznomor zzkontak zzpengaduan, 

prosedur zzpengaduan zzkonsumen, zmekanisme zztindak zzlanjut zzpengaduan, zzpetugas zzyang 

kompeten zzdalam zmemproses zzlayanan zzpengaduan zzdan zzjangka zzwaktu zzpengaduan.” 

Pihak zzekspedisi zzjuga zzharus zzmempertanggungjawabkan zztindakan zmelawan zzhukum 

yang zzdilakukan zzoleh zzkaryawannya. zIni zzberarti zzbahwa zekspedisi zzbertanggung zzjawab 

atas zzsemua zztindakan zzyang zzdilakukan zzoleh zkaryawannya zzselama zzdalam zzmenjalankan 

tugas. Hal zzini zzjuga zzdiatur zzdalam zUU zzLLAJ zzPasal zz191 zz“Perusahaan zzAngkutan Umum 

bertanggung zzjawab zatas zzkerugian zzyang zzdiakibatkan zzoleh zzperbuatan zzorang zzyang 

dikenakannya zdalam zzkegiatan zzpenyelenggaraan zzangkutan.” zzyang zzmenegaskan zzbahwa 

zperusahaan zzangkutan zzumum zzharus zzbertanggung zzjawab zzatas zzkerugian zyang zdiakibatkan 

zzoleh zztindakan zzorang zzyang zzdipekerjakannya zzdalam zzkegiatan zpenyelenggaraan 

zzangkutan. 

Karena zzjasa zzpengiriman zz(ekspeditur) zzyang zzbermasalah zzmengakibatkan zkerugian 

yang zzdiderita zzoleh zzkonsumen. Konsumen zzyang zzmengharapkan zzbarang zzyang zzdikirim 

sampai zzke zkonsumen zzdengan zapa zzyang zztelah zzdijanjikan zzoleh zzekspeditur, zznamun 

nyatanya zztidak zzdemikian. Maka, zzsudah zzmenjadi zzkewajiban zzpelaku zzusaha zyang terbukti 

melakukan zzkesalahan zzuntuk zzmemberikan zzganti zzrugi zzdalam zhukum 

zzperlindungankonsumen. 

Menurut zzPasal zz4 zzUUPK zzdisebutkan zzjuga zzhak zzyang zzdiperoleh zkonsumen: 

1. Hak zzatas zzkenyamanan, zzkeamanan, zzdan zzkeselamatan zzdalam mengkonsumsi zzbarang 

dan/atau zzjasa. Mengandung zzarti zbahwa zzkonsumen akan zzmendapatkan zzjaminan 

kenyamanan, zkesamaan, zzdam zkeselamatan secara zzjasmani zzmaupun zrohani zdalam 

penggunaan, zzpemakaian, zzdan pemanfaatan zbarang zdan/atau zzjasa zzyang zzakan 

dikonsumsi.  

2. Hak zzuntuk zzmemilih zzbarang zzdan/atau zzjasa zzserta mendapatkan zzbarang dan/atau zzjasa 

tersebut zsesuai zdengan nilai zztukar zzdan zzkondisi zzserta jaminan yang zzdijanjikan. Sebelum 

mengkonsumsi zbarang zzatau zzjasa ztentunya konsumen zzakan zzmemperhatikan zzkebutuhan 

dan zkecocokan zterhadap zsuatu barang zzatau zzjasa. Bagi zzkonsumen zzgolongan zbawah, 

dimana zzkemampuan daya zzbeli zzyang zrelatif zrendah, ztentunya zzakan zzmejadi zmasalah. 

Umumnya konsumen zgolongan zzini zzkurang zmemahami zzmutu zsuatu zzbarang zzatau zjasa. 

Konsumen zzgolongan zzini zzakan zzmengkonsumsi zbarang zatau zzjasa zzkarena zsesuai dengan 

daya zzbelinya. Berbeda zdengan zkonsumen zzgolongan zzkeatas zyang zmemiliki zkekuatan 

materi, zztidak zmemiliki zzmasalah zzdengan zzhak zpilih zdalam zmemilih zzsuatu zzbarang zatau 

zjasa. 

3. Hak zzatas zzinformasi zzyang zzbenar, zzjelas, zzdan zzjujur zmengenai zkondisi zzdan jaminan 

barang zdan/atau zjasa. Suatu zzproduk zdi ze-commerce zzharus disertakan informasi zzyang 

benar zzdan zlengkap zzoleh zpelaku zusaha. Kerenazkesalahanzdalam zmemberikan zzinformasi 

akan zzmembahayakan zbagi zkonsumen zitu zzsendiri. Penyampaian zzinformasi zzproduk 
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zselain zuntuk zperluasan zzpasar, zzjuga zzmenyangkut zmasalah zzinformasi zsecara zkeseluruhan 

zterutama zzdalam zzhal zzkeamanan zzdan zkeselamatan zzkonsumen. Agar zztidak zmerugikan 

kedua zzbelah zpihak. 

4. Hak zzuntuk zzdidengar zzpendapat zzdan zzkeluhannya zzatas zbarang zdan/atau zzjasa yang 

digunakan. Konsumen zzberhak zmengeluh zdan zzmenyampaikan zmasalah pada zzpelaku 

usaha zjika zproduk zzatau zjasa zyang zzditerima zztidak zzsesuai informasi zpada zzdeskripsi 

produk zzatau zzjasa zztidak zzsesuai zzdengan kenyataan zzproduk zzyang zzdiperdagangkan. 

Pihak zzekspeditur zharus zzmemiliki kesediaan zzdalam zmendengar, zzmenampung zdan 

menyelesaikan zzkeluhan konsumen.  

5. Hak zzuntuk zzmendapatkan zzadvokasi, zzperlindungan, zzdan zupayazpenyelesaian sengketa 

perlindungan zkonsumen zsecara zpatut. Untuk zzmenumbuh kembangkan zzsikap zzpihak 

ekspeditur zdalam zzberlaku zzjujur zdan zzbertanggung zjawab. Konsumen zberhak 

mendapatkan zzperlindungan zzhukum zapabila zkonsumen zmerasa zzdirugikan zzoleh zzpihak 

ekspeditur. 

6. Hak zzuntuk zzmendapat zzpembinaan zzdan zzpendidikan zkonsumen. Konsumen berhak untuk 

mendapatkan zpembinaan zdan zPendidikan zzterutama zmenyangkut zlayanan zpihak ekspeditur. 

Konsumen zzmemang zzdituntut zzaktif zzseperti zmembiasakan zuntuk zzmembaca label zzagar 

peluang zuntuk zditipu zzsemakin zkecil. Upaya zzpendidikan zzkonsumen zztidak zselalu zzharus 

melewati zzjenjang zpendidikan zformal, zztetapi zdapat zzmelewati zmedia zzmasa zzdan kegiatan 

swadaya zmasyarakat. 

7. Hak zzuntuk zzdiperlakukan zzatau zzdilayani zzsecara zzbenar zzdan zjujur zzserta tidak 

diskriminatif. Pihak zekspeditur zztidak zdiperbolehkan zzmembedan-bedakan zzpelayanan 

terhadap zseorang zzkonsumen, zantara zlain zzdengan zmemilah-milah zstatus zsosial konsumen. 

Semua zztelah zzdiantisipasi zzoleh zUUPK, dimana zzkonsumen zzdibekali zzhak zzuntuk 

diperlakukan zzatau zdilayani zzsecara zzbenar zzdan zzjujur ztanpa zadanya zdeskriminatif zoleh 

zekspeditur. 

8. Hak zzuntuk zzmendapatkan zzkompensasi, zzganti zzrugi zzdan/atau zpenggantian, apabila 

barang zzdan/atau zjasa zzyang zzditerima ztidak zzsesuai zzdengan perjanjian zzatau zztidak 

sebagaimana zmestinya. Dalam zUUPK zsudah zdirancang dengan zzsangat zmemperhatikan 

dasar-dasar zzuntuk zzmewujudkan perlindungan zkonsumen. Mulai zzdari zzhubungan hukum 

antara zpihak ekspeditur zzdengan zzkonsumen zzpengguna zlayanan zekspedisi zzsecara zzjujur. 

Hingga zzkonsumen zzyang zzmengalami zkerugian zzakibat zzbarang zzcacat zsaat pengiriman 

akan zmendapat zzganti zzrugi zzyang zzmemadai. Kemudian diberikannya zpilihan penyelesaian 

sengketa zzkepada zzpara zzpihak. 

9. Hak-hak zzyang zzdiatur zzdalam zzketentuan zzperaturan zperundang-undangan lainnya.  

Hak-hak zztersebut zzmerupakan zzhak zzyang zzsudah zzmelekat zbagi zzsiapapun zyang 

berkedudukan zzsebagai zzkonsumen. Konsumen zzsebagai zzsubjek zzhukum, zkepentingan 

dan zkeselamatan zzharus zdilindungi zzsecara zzyuridis. Harus zzdiawasi zproses zzperlindungan 

itu zzoleh zzpemerintah. 

 

Bentuk Konseptual Perlindungan Hukum Bagi zKonsumen zTerhadap Kesalahan 

zEkspenditur zSaat zKirim zPaket zMenurut zUndang-Undang zNomor z8 zTahun z1999 

zTentang zPerlindungan zKonsumen 

 Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan 

bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa 

dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 

dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: 

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan 

(negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), 
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walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, 

dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” 

Perlindungan konsumen menjadi aspek krusial dalam perdagangan online, terutama 

karena interaksi antara konsumen dan penjual sering dilakukan secara virtual tanpa pertemuan 

langsung. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terjaga 

dan dilindungi dalam transaksi online. Dengan adanya peraturan ini, transaksi keuangan dalam 

perdagangan online menjadi lebih teratur dan keamanannya terjamin. 

Di era digital ini, alat bukti yang sebelumnya terbatas pada dokumen fisik telah 

mengalami perkembangan menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hal ini 

diatur dengan jelas dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang 

menyatakan bahwa informasi, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat 

bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, memberikan kepastian hukum dalam 

melakukan transaksi elektronik di Indonesia. Ada beberapa aspek hukum dalam bisnis e-

commerce dan jual beli online yang perlu dipahami ketika seseorang memutuskan untuk 

melakukan transaksi online, sehingga dapat menjalankan kegiatan bisnis online dengan lebih 

mudah dan nyaman. 

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sitem Elektronik yang disingkat PPMSE adalah 

pelaku usaha yang merupakan perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum 

atau bukan badan hukum yang dapat menjadi pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar 

negeri dan melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut Pasal 

21 ayat (1) Undang-Undang No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri memiliki kewajiban dalam 

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai berikut: 

 Mengutamakan zzmenggunakan zznama zzdomain zztingkat ztinggi zIndonesia z(dot zzid) 

zzbagi zzSistem zzElektronik zzyang zberbentuk zsitus zzinternet; zz 

a. Mengutamakan zzmenggunakan zzalamat zzProtokol zzInternet z(IP zzAddress) zsesuai 

zzdengan zzketentuan zperaturan zperundang-undangan; zz 

b. Menggunakan zzperangkat zzserver zzyang zzditempatkan zzdi zpusat zdata zsesuai zzdengan 

zzketentuan zperaturan zperundang-undangan; zz 

c. Melakukan zzpendaftaran zzSistem zzElektronik zzsesuai zdengan zketentuan zperaturan 

zzperundang-undangan; zz 

d. Memenuhi zzketentuan zzpersyaratan zzteknis zzyang zditetapkan zoleh zinstansi terkait zzdan 

zmemperoleh zSertifikat zKeandalan zsesuai zzdengan zzketentuan zperaturan zperundang-

undangan;  

e. Menyampaikan zzdata zzdan/atau zzinformasi zzsecara zberkala zkepada zlembaga 

zzpemerintah zzyang zmenyelenggarakan zurusan zzpemerintahan zzdi zbidang zzstatistik; 

zzdan 

f. Mematuhi zzketentuan zzperaturan zzperundang-undangan zsektoral zlain zyang zterkait 

zzdengan zzperizinan zkegiatan zusaha zzPMSE. 

Selain zzitu, zztransaksi zzyang zzterjadi zzjuga zzharus zzmemenuhi zhak-hak zzpelaku zzusaha 

(penjual). Konsumen zzperlu zmenghormati zhak-hak zzyang zzdimiliki zzoleh zzpelaku zzusaha. 

Undang-Undang zRepublik zIndonesia zzNomor zz8 zzTahun zz1999 zztentang zPerlindungan 

zKonsumen zzmenetapkan zzlima zzhak zzpelaku zusaha z: 

1. Hak zzuntuk zzmenerima zzpembayaran zzyang zzsesuai zdengan zkesepakatan mengenai 

zzkondisi zdan nilai z ztukar zzbarang zdan/atau zzjasa zzyang diperdagangkan; 

2. Hak zzuntuk zzmendapat zzperlindungan zzhukum zzdari ztindakan zkonsumen zyang 

zzberitikad ztidak zzbaik; 

3. Hak zzuntuk zzmelakukan zzpembelaan zzdiri zzsepatutnya zzdi dalam zz penyelesaian 

zzhukum zsengketa zkonsumen; 
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4. Hak zzuntuk zzrehabilitasi zznama zzbaik zzapabila zzterbukti zsecara zhukum bahwa 

zzkerugian zkonsumenntidak diakibatkan zzoleh zbarang zzdan/atau zzjasa yang 

diperdagangkan; zzdan 

5. Hak-hak zzyang zzdiatur zzdalam zzketentuan zzperaturan zperundang-undangan lainnya 

(Syariffa,,2023). 

 Dalam zzkebijakan zze-commerce zzkonsumen zzsesuai zzPasal z4 zhuruf zzh Undang-Undang 

zzNo. 8 zzTahun z1999 zztentang zPerlindungan zzKonsumen berhak zmendapatkan zzkompensasi, 

zganti zzrugi zzdan/atau zpenggantian zzapabila zzbarang zdan/atau zjasa zyang zzditerima zztidak 

zzsesuai zzdengan zzperjanjian zzatau ztidak zsebagaimana zzmestinya. Sedangkan zzbagi zzpelaku 

zzusaha zsesuai zPasal zz7 zzhuruf zg zzUndang-Undang zzNo. 8 zTahun zz1999 ztentang 

zPerlindungan zzKonsumen zberkewajiban zzmemberi zkompensasi, zganti zzrugi zdan/atau 

zpenggantian zzapabila zbarang dan/atau zjasa zyang zzditerima zzatau zzdimanfaatkan zztidak sesuai 

zdengan zperjanjian. 

 Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan 

bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa 

dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu 

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dalam Kamus Hukum, tanggung jawab adalah 

suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan jasa lain, kewajiban yang pada akhirnya 

harus dilaksanakan. Tanggung jawab juga merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan 

seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu 

perbuatan. 

 Tanggung jawab ekspedisi merupakan bentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan, 

dimana kesalahan yang terjadi dalam pengiriman barang mendapat tanggung jawab ekspedisi 

untuk membayar ganti kerugian yang timbul dari kesalahan itu. Pihak ekspedisi berkewajiban 

untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen. Setiap kerugian yang 

terjadi akibat kegiatan pengangkutan merupakan tanggung jawab dari pengangkut, kecuali 

apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat dari 

kesalahannya, maka ia dapat terhindar dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai 

ketentuan Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 477 KUHD.  

 Jika dalam proses pengiriman barang terjadi kesalahan yang dilakukan pengangkut, 

maka pihak ekspedisi yang melaksanakan kerja sama perjanjian pengangkutan dengan 

pengangkut ikut bertanggung jawab. Ekspeditur terikat perjanjian ekspedisi dengan pengirim, 

dimana ekspeditur bertindak atas nama pengirim untuk mencari pengangkut yang baik dalam 

mengirimkan barang, sehingga jika terjadi kesalahan yang dilakukan pengangkut maka 

ekspedisi ikut bertanggung jawab kepada pengirim karena telah melanggar perjanjian antara 

ekspeditur dengan pengirim.  

 Tanggung jawab ekspeditur dapat ditemukan di dalam Pasal 87 KUHD bahwa “Ia harus 

menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dagangan dan lainnya yang untuk itu 

diterimanya, akan mendapatkan penyelenggaraannya dengan rapi dan dengan selekaslekasnya, 

pula dengan mengindahkan segala upaya, yang sanggup menjamin keselamatan barang-barang 

yang diangkutnya.” Ekspeditur selaku pelaku usaha yang menjual jasanya bertanggung jawab 

kepada pengirim sebagai konsumen yang menggunakan jasa daripada ekspeditur. 

 Jika dalam pelaksanaan pengiriman barang terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 

ekspeditur, maka pihak ekpedisi harus bertanggung jawab penuh. Berdasarkan Pasal 1366 

KUH Perdata berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang 

disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk segala kerugian yang disebabkan akibat kesalahan 

atau kekurang hati-hatian”, sehingga pihak ekspedisi bertanggung jawab atas segala bentuk 

barang yang hilang, dicuri, dan sebagainya, serta memberikan ganti rugi kepada konsumen 

yang dirugikan maupun kerusakan yang timbul akibat keterlambatan dan keteledoran pihak 

ekspedisi. 



 

  

 
 

268 http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2024), 2 (11): 249-271 

 Selain itu, mengenai ganti rugi yang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 188 yang menyebutkan 

“Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau 

pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”, sehingga segala 

kerugian yang diderita akibat pengiriman karena musnah, hilang atau rusak akibat 

penyelenggara angkutan kecuali dibuktikan lain akibat kejadian yang tidak dapat dicegah atau 

dihindari. Pihak ekspedisi juga bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan melawan hukum 

pekerjanya, yang mana bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh 

pekerjanya. Hal tersebut juga diatur dalam UU LLAJ Pasal 191 yang berbunyi “Perusahaan 

Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang 

yang dikenakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.” 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen terhadap kesalahan ekspenditur 

saat kirim paket menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 

konsumen merasa aman dan nyaman ketika melakukan transaksi pada platform e-commerce 

karena adanya kepastian hukum yang berlaku. 

2. Hukum ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce apabila terjadi kesalahan yang 

dilakukan oleh ekspeditur pada saat kirim paket mengutip Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 477 

KUHD yang menetapkan kewajiban pengangkut untuk menjaga keselamatan barang dan 

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan, kecuali terbukti 

bahwa keterlambatan itu tidak dapat dihindari. Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti 

rugi jika terjadi kerugian seperti kehilangan, pencurian, kerusakan, atau keterlambatan 

barang, berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata.  

3. Bentuk Konseptual Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Ekspenditur 

Saat Kirim Paket Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yakni jika dalam proses pengiriman barang terjadi kesalahan yang dilakukan 

pengangkut, maka pihak ekspedisi yang melaksanakan kerja sama perjanjian pengangkutan 

dengan pengangkut ikut bertanggung jawab. Ekspeditur terikat perjanjian ekspedisi dengan 

pengirim, dimana ekspeditur bertindak atas nama pengirim untuk mencari pengangkut yang 

baik dalam mengirimkan barang, sehingga jika terjadi kesalahan yang dilakukan 

pengangkut maka ekspedisi ikut bertanggung jawab kepada pengirim karena telah 

melanggar perjanjian antara ekspeditur dengan pengirim. Tanggung jawab ekspeditur dapat 

ditemukan di dalam Pasal 87 KUHD, ekspeditur selaku pelaku usaha yang menjual jasanya 

bertanggung jawab kepada pengirim sebagai konsumen yang menggunakan jasa daripada 

ekspeditur. 

Saran 

1. Dalam peran ekspeditur dalam transaksi di platform e-commerce, Peneliti menyarankan 

untuk memastikan bahwa ekspeditur mematuhi regulasi yang ada, terutama yang mengacu 

pada KUHD dan KUH Perdata, guna menjamin keamanan dan kesuksesan pengiriman 

barang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara pengirim dan penerima. 

2. Tentunya untuk menghadapi ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban 

untuk memberikan hak atau informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang atau jasa. Perlunya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan 

ekspedisi guna memenuhi kewajiban pengiriman paket kepada konsumen. Pelaku usaha 

juga harus mendengarkan jika sewaktu-waktu konsumen memberikan pendapat atau 
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keluhan. Termasuk pemberian sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi 

pelanggar. 

3. Dalam hal pembahasan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peneliti 

menyarankan agar terciptaya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, 

dan organisasi konsumen dalam menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung 

perlindungan konsumen. Dengan adanya forum atau pertemuan rutin bisa membantu dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih baik dan memperbaiki praktek yang ada. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

UNDANG-UNDANG 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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